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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Penetapan Harga Makanan dan Minuman oleh 
Pedagang Kaki Lima di Pantai Air Manis Kota Padang Ditinjau dari UU 
No 8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam 
Wahyuni Fitri, (NIM : 1513030117) Program studi Hukum Ekonomi 
Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol 
Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penetapan 
harga makanan dan minuman oleh Pedagang di Pantai Air Manis Kota 
Padang.  Rumusan masalah penelitian, Bagaimana sistem penetapan harga 
makanan di Pantai Air Manis Kota Padang? Bagaimana sistem penetapan 
harga makanan dan minuman oleh pedagang dan Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kota Padang? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU 
Perlindungan konsumen  no 8 tahun 1999 terhadap penetapan harga 
makanan dan minuman di Pantai Air Manis Kota Padang? Jenis penelitian 
yang digunakan field research(penelitian lapangan). Informan penelitian, 
pedagang, Pembeli, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Teknik 
Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data 
yang terkumpul dengan analisis teknik analisis kualitatif dengan model 
analisis deskriktif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, sistem 
penetapan harga  makanan di Pantai Air Manis Kota Padang ditetapkan oleh 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan sosialisasi bersama pedagang. 
Sistem penetapan harga oleh pedagang di Pantai Air Manis Kota Padang tidak 
sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kota Padang. Pedagang dalam menetapkan harga makanan 
mengambil keuntungan lebih dari harga maksimal yang  telah ditetapkan. 
Pedagang menetapkan harga berdasarkan asal daerah dari masing masing 
pengunjung. Pedagang juga melihat dari segi ramai atau tidaknya 
pengunjung. Dalam UU no 8 Tahun 1999 perlindungan Konsumen Hak atas 
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa tidak 
sesuai dengan UU yang ditetapkan. Menurut hukum Islam sistem penetapan 
harga makanan oleh pedagang di Pantai Air Manis Kota Padang tidak sesuai 
dengan hukum Islam karena adanya pengambilan keuntungan yang lebih 
dari harga maksimal. Dalam Islam bahwa laba hanya  sepertiga dari harga 
barang.  

 

 

 
 




